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ABSTRACT

The National Strategic Project (PSN) is a form of effort to accelerate national
development, consisting of national strategic projects and programs. As part of the
consequence of the establishment of PSN is the implementatation of land acquisition
activities to provide land for the PSN projects. One of the example is land acquisition
for the construction of oil refinery processing operated by Pertamina, located in
Wadung Village, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Land acquisition will likely giving the consequences on the change of
economic, social and cultural structure of the affected community. Therefore, on land
acquisition process, protection (safeguard) covering protection to the livelihood of
affected community is highly necessary. This can be impemented by the
implementation of livelihood restoration program for project affected person, that
should be included on the Planning Document of Land Acquisition Process as part of
the project.

This research aims to understand the livelihood conditions of the affected
communities in Wadung Village and the strategy to restore their livelihood. The
research use qualitative method with a descriptive approach. Data collection carried
out by interviews, observations and document studies. The results showed that the area
of the village has changed. In addition, there were disturbances on the livelihood of
the community, as seen from 5 livelihood assets which are human assets, natural
assets, financial assets, social assets, and physical assets. There are 3 life recovery
strategies carried out by affected communities, namely survival strategies,
consolidation strategies and accumulation strategies. Meanwhile, The restoration
livelihood from Pertamina Rosneft was given especially for the affected local
communities. The restoration programs are job creation for local peple,, scholarship
education programs to Akamigas Cepu, enviromental program by planting cypress
trees, social assistance, improving public and social facilities, and community
empowerment programs related to animal husbandry that are still in progress.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur
merupakan wujud bentuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional
diperlukan untuk mengiringi kondisi dunia saat ini yang mengalami
pertumbuhan yang pesat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara
berkembang, dan dalam bertahan dan bersaing di kancah internasional
dibutuhkan pembangunan nasional untuk menunjang hal tersebut. Untuk
merespon hal tersebut, urgensi yang dilakukan pemerintah adalah dengan
melakukan upaya percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kedudukan
PSN searah dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Tahun 2015-2019 dan PSN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan evaluasi dan
seleksi PSN pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bulan-
bulan awal. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dituangkan ke dalam
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. KPPIP terus melakukan evaluasi terhadap PSN yang
dicanangkan pemerintah, dengan hasil evaluasi yang melahirkan perubahan
kembali pada peraturan perundangan terkait PSN. Perubahan ketiga Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sedangkan
Peraturan kedua dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2016.
Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi
percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi
nasional. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya PSN ini adalah percepatan
pembangunan infrastruktrur yang mendukung PSN, dimna kemudian

pengadaan tanah menjadi salah satu kegiatan yang tidak terelakkan.



Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTUP)
menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan dalam menyediakan
tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak. Zaman (2016) menyatakan bahwa pengadaan tanah merupakan
suatu kegiatan dalam mendapatkan tanah dengan cara adanya ganti kerugian
kepada pihak yang berhak atau terdampak dalam melepaskan tanah dan obyek-
obyek terkait didalamnya yaitu baik bangunan, tanaman dan benda-benda
diatasnya. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah harus menjamin
kesejahteraan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi yang menjadikan
keadaan yang lebih baik atas tanah yang digunakan pihak lain (instansi yang
memerlukan tanah) dari sebelumnya (Sumardjono 2015, 282).

Adapun 4 (empat) tahapan pengadaan tanah yang diatur dalam UU
No. 2 Tahun 2012 yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan.
Perencanaan pengadaan tanah disusun berdasrakan studi kelaykan dan studi
terkait. Studi kelayakan dilakukan untuk mengukur dampak yang mungkin
timbul dalam kegiatan pengadaan tanah, baik dari segi ekonomi, sosial maupun
lingkungan. Hal ini bersinggungan terhadap kehidupan masyarakat yang
berhak atau terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah
satu dampak yang mungkin timbul dalam kegiatan pengadaan tanah adalah
perubahan mata pencaharian (livelihood) masyarakat atas aset tanah dan
struktur masyarakat yang dimiliki setelah pelepasan haknya atau pembebasan
tanah ke pihak lain.

Peraturan perundangan tentang pengadaan tanah dikeluarkan
pemerintah, ditujukan dapat merubah tata kelola pertanahan yang lebih baik,
menyoroti terhadap perlindungan hak atas tanah dan memperlancar
pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Realitanya peraturan ini
lebih menekankan pada percepatan pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya juga
memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat

terdampak proyek konstruksi, agar terwujud kesejahteraan yang adil dan
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merata. Selain itu, mitigasi dibutuhkan untuk menghindari, meminimalkan, dan
mengurangi dampak negatif yang akan timbul di kehidupan masyarakat
pascapengadaan tanah. Sebagai bagian dari ini, pemulihan mata pencaharian
sangat perlu untuk dimasukkan dalam desain proyek. Pemulihan mata
pencaharian diharapkan dapat menjadi upaya untuk memulihkan bahkan
memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang terkena proyek, serta
mekanisme untuk memperluas cakupan manfaat, terutama bagi masyarakat
sekitar. Bentuk pemulihan mata pencaharian ini dapat dilakukan melalui
adanya program dalam mendukung livelihood restoration. Program atau
tindakan dalam livelihood restoration seharusnya dimasukan ke dalam
dokumen perencanaan untuk menjadi perhatian secara jangka panjang dalam
kehidupan masyarakat yang terdampak.

Melihat permasalahan yang terjadi pascapengadaan tanah agar tidak
berulang lagi dan teratasi, khususnya bagi kehidupan masyarakat yang berhak
atau terdampak. Contoh permasalahan terjadi pada proyek Bandara
Internasional Yogyakarta (YIA), banyak orang yang terkena dampak tidak
dapat sepenuhnya memulihkan mata pencaharian mereka. Meski mendapat
ganti rugi yang memadai dari tanah mereka, banyak dari mereka mengklaim
bahwa ganti rugi itu hanya akan cukup untuk menopang kehidupan mereka
dalam waktu dekat, tetapi tidak dalam jangka panjang. Hal ini biasanya
ditemukan pada masyarakat yang mata pencahariannya berbasis lahan dengan
latar belakang pendidikan yang tidak mencukupi untuk mencari pekerjaan
selain bertani. Kemudian setelah proyek, tanah di dekat bandara baru
meningkat secara signifikan, dan peluang investasi karena munculnya peluang
bisnis baru. Tetapi, hal ini berkontribusi pada marginalisasi masyarakat lokal,
khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk
beradaptasi dengan perubahan tersebut (Pinuji dan Utami 2020). Permasalahan
lain yang sempat menjadi isu hangat dan viral terjadi di Kecamatan Jenu. Berita
Kompas (2022) menyebutkan kisah milyader atau kampung milyader di
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur sekitar 1 (satu) tahun

yang lalu. Sejumlah warga kaya mendadak usai mendapatkan ganti rugi lahan
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dan warga yang terdampak atau pihak yang berhak, setelah lahan mereka dibeli
olen Proyek Kilang Minyak Pertamina. Masyarakat berlomba-lomba
membelanjakan uangnya dengan memborong mobil baru dan ratusan unit
mobil diangkut ke warga desa. Setahun kemudian kabar kurang
menggembirakan datang dari warga dari 6 (enam) desa di Kecamatan Jenu
yaitu Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan, Desa Sumurgeneng, Desa
Beji, dan Desa Kaliuntu melakukan unjuk rasa ke pihak Pertamina menuntut
keadilan yang telah dijanjikan sebelumnya. Kondisi masyarakat terdampak ini
merasa resah dan terancam karena tidak memiliki penghasilan tetap setelah
lahan mereka yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian dikehidupan
mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut
bahwa dalam pengadaan tanah selain mendapatkan penggantian yang wajar
atau ganti kerugian yang komprehensif yang terjadi di Kecamatan Jenu, perlu
adanya perhatian khusus dalam bentuk program pemulihan mata pencaharian
yang terganggu. Pastinya bagaimanapun sebanyak apapun, sebagus apapun
ganti kerugian yang diterima masyarakat yang berhak menjadi tergoncang dan
terdapat goncangan secara ekonomi dan psikologis. Jika orang biasa yang tiba-
tiba menerima banyak uang banyak akan langsung kalap. Apalagi didukung
jika orang tersebut based hidupnya dari dulu adalah tanah. Oleh karena itu,
tindakan atau program livelihood restoration perlu diterapkan di permasalahan
ini. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai perlindungan hak-hak masyarakat,
sustainable land management, sustainable livelihood masyarakat dalam
pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan proyek strategis. Peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Livelihood Restoration Proyek
Strategis Nasional (Studi Pengadaan Tanah untuk Pengolahan Minyak
Pertamina di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”.

Rumusan Masalah
Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum seharusnya dipandang dari beberapa sisi tidak hanya fokus pada

penyelesaian pembangunan saja. Keberlanjutan hidup dari masyarakat yang



berhak setelah melepaskan hak atas tanah ikut dipikirkan. Dari perubahan mata
pencaharian masyarakat pihak yang berhak atau terdampak yang mengalami
adaptasi perpindahan ke mata pencaharian baru dan perlu penyesuaian. Hal ini
sering terabaikan perhatian setelah penyelesaian pembangunan. Ketika ganti
kerugian secara tunai berupa uang dengan jumlah yang besar tidak bisa
menggantikan hilangnya tanah masyarakat. Kondisi psikologis masyarakat
akan tergoncang tiba-tiba menerima uang dengan jumlah yang cukup besar.
Secara tidak langsung kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berhak
atau terdampak akan mengalami perubahan sumber daya kehidupannya.
Tentunya livelihood restoration dalam pengadaan tanah perlu menjadi
perhatian secara khusus, diharapkan hal ini bisa membantu mereka untuk bisa
tetap bertahan hidup secara makmur, sejahtera dan berkelanjutan. Rencana aksi
program atau tindakan mendukung livelihood restoration dapat jadi bagian
integral dari proyek dengan melihat standar pengadaan tanah yang semestinya.
Livelihood restoration tidak dapat dilakukan secara jangka pendek, dibutuhkan
proses adaptasi masyarakat atas perubahan struktur masyarakat berupa aset-
aset yang dimiliki mereka. Oleh karena itu, dari uraian permasalahan tersebut
rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi livelihood masyarakat yang terdampak dalam pembangunan

proyek kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban;dan
2. Strategi pemulihan livelihood masyarakat yang terdampak pembangunan
proyek kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui kondisi livelihood masyarakat yang terdampak
pembangunan proyek pengolahan kilang minyak Pertamina di
DKabupaten Tuban;dan
b. Mengetahui strategi pemulihan livelihood masyarakat yang
terdampak pembangunan proyek kilang minyak Pertamina di

Kabupaten Tuban.



2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan terkait perubahan kondisi livelihood
masyarakat terdampak pascapengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan kepada stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, pihak swasta dan pihak lainnya serta pihak yang memerlukan
tanah dalam merumuskan kebijakan dan perbaikan terkait pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam
pembangunan proyek strategis, khususnya dalam livelihood
restoration masyarakat terdampak atau yang berhak secara

sustainable dan kesejahteraan bagi masyarakat.

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan peneliti dalam mengungkapkan informasi dan

agar lebih terarah fokus dalam pokok permasalahan serta memudahkan

pembahasan. Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa batasan

masalah yaitu:

1. Kondisi eksisting lahan sebelum proyek kilang minyak Pertamina dengan

3.

diperoleh menggunakan Daftar Nominatif Desa Wadung, terkait kondisi
objek dan subjek terkena lahan proyek yaitu kehidupan lahan pertanian
dan permukiman.

Pada perjalanan proses pengadaan tanah mengenai terjadinya resistensi di
tengah masyarakat terdampak dan dilakukan pendekatan persuasif oleh
pihak Pertamina dalam persetujuan pembebasan tanah serta pemberian
ganti kerugian

Analisis pengumpulan data lima aset livelihood berdasarkan cakupan
sebagai berikut:

a. Aset Manusia berakitan dengan pendidikan, mata pencaharian,

kesehatan



b. Aset alam mencakup pertanian dalam biaya produksi dan hasil
produksi serta keadaan alam permukiman

c. Aset keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran, pinjaman, dan
tabungan masyarakat terdampak

d. Aset sosial dalam keikutsertaan kegiatan sosial seperti, kegiatan
keagamaan dalam kelompok masyarakat Desa Wadung

e. Aset fisik cakupan dalam kepemilikan harta benda seperti kondisi
rumah, peralatan elektronik, kendaraan, alat komunikasi, hewan
ternak.

4. Strategi livelihood masyarakat terdampak berdasarkan Kriteria
pendapatan, peluang pekerjaan, pengeluaran konsumsi, investasi dan
tabungan, jaringan sosial dan bantuan sosial.

5. Upaya tindakan livelihood restoration masyarakat terdampak ditinjau
dari pelaksanaan program oleh Pertamina.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kondisi dan perubahan kehidupan Desa Wadung terkena kilang minyak

Pertamina yakni:

a. Keadaan kehidupan masyarakat terdampak sebelum terkena proyek
sebagian besar bermata pencaharian yang bersumber dari lahan
pertanian dan sebagian besar masyarakat di daerah permukiman
terdampak memiliki hewan ternak.

b. Perubahan administrasi Desa Wadung setelah adanya proyek adalah
hilangnya Dukuh Boro dan Dukuh Tadahan. Terjadi pembentukan
dukuh baru yaitu Dukuh Dirsalam yang menjadi tempat relokasi
mandiri yang mayoritas penduduk ex Dukuh Tadahan dan sebagian
kecil ex Dukuh Boro dan Duku Ringin. Penduduk terdampak
permukiman lainnya tersebar ada di luar desa yaitu Desa Beji dengan
relokasi mandiri dan sebagian relokasi tanah penganti yang disediakan
Pertamina.

c. Perubahan aset livelihood rumah tangga informan antara lain:

1) Perubahan aset manusia yaitu ada peningkatan pendidikan lanjut
setelah SMA melalui jalur beasiswa Pertamina dan sumber mata
pencaharian informan beberapa mengalami perubahan sumber
mata pencaharian dan kehilangan pekerjaan.

2) Perubahan aset alam atas kepemilikan masyarakat terdampak lahan
pertanian lokasi setelah pengadaan tanah sebagian besar berpindah
keluar desa. Sedangkan petani penggarap dan buruh tani sebagian
kehilangan sumber mata pencaharaiannya. Perubahan lahan

permukiman terdampak pasca pengadaan tanah lebih gersang.
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3) Perubahan aset keuangan informan dominan dari pendapatan
mengalami kenaikan dibanding penurunan dan sebagian kecil
informan tidak mengalami perubahan.

4) Perubahan aset sosial terjadi pada kegiatan sosial keagamaan
tahlilan yang jumlah anggotanya semakin berkurang. Hubungan
sosial informan sempat terganggu atau beselisih dengan saudara,
keluarga dan tetangga dengan adanya pengadaan tanah.

5) Perubahan aset fisik rumah informan mengalami perpindahan
tempat tinggal dari sebelumnya ke dalam desa maupun luar desa.
Dominan berpindah ada di dalam Desa Wadung Dukuh Krajan dan
luar desa yaitu Desa Beji. Kondisi fisik rumah terdampak
permukiman lebih bagus dari sebelumnya, kecuali rekolasi tanah
pengganti yang disediakan oleh Pertamina masih dalam tahap
konstruksi. Aset fisik lain terjadi penambahan dan kenaikan pada
jumlah elektronik, kendaraan dan alat komunikasi. Sedangkan
jumlah hewan ternak mengalami penurunan.

2. Strategi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak yang dilakukan
masyarakat sendiri dengan strategi survival, akumulasi, dan konsolidasi.
Sedangkan pelaksanaan livelihood restoration masyarakat terdampak yang
diberikan oleh Pertamina Rosneft yaitu penerimaan lapangan pekerjaan
terutama warga lokal terdampak, penerimaan program pendidikan beasiswa
ke Akamigas Cepu, kepedulian terhadap lingkungan penanaman pohon
cemara, bantuan sosial, peningkatan fasilitas umum dan sosial, dan program

pemberdayaan masyarakat masih dalam proses terkait ternak.

B. Saran
1. Kegiatan pendampingan perlu dilakukan dalam pemulihan perubahan
kehidupan pascapengadaan tanah terhadap masyarakat terdampak terutama
masyarakat rentan. Perlunya pembentukan tim pengawas dan monitoring
serta evaluasi yang bekerja secara berkala dalam setiap kegiatan pemulihan

kehidupan pascapengadaan tanah bagi masyarakat terdampak agar capaian
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dalam Kkegiatan tersebut tercapai dan mampu membuat kehidupan
masyarakat secara mandiri dan berlangsung jangka panjang.

. Pemberian kepastian informasi secara berkala terhadap pelaksanaan
program yang sedang dicanangkan oleh pelaksana program dalam hal ini
Pertamina kepada masyarakat atau yang menerima program tersebut. Hal
ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak timbul pertanyaan dan mengalami
kekawatiran bahkan sampai merasakan trauma. Padahal sebenarnya
program tersebut tujuannya sudah baik untuk memperbaiki keadaan
kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

. Masyarakat terdampak langsung pengadaan tanah untuk tidak dibuat
menunggu lama dari janji-janji yang telah diucapkan sebelumnya agar
segera terealisasikan dan menghilangkan keresahan yang timbul di
masyarakat.

. Perlunya keterlibatan stakeholder dari beberapa lini dalam kegiatan
pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pengadaan tanah tidak hanya
dari instansi memerlukan tanah, tetapi juga oleh pemerintah daerah, dan
pihak lain yang ada dalam keterkaitan tersebut agar kegiatan atau program
berjalan lancar dan terkoordinir. Hal penting dalam merancang pemulihan
kehidupan harusnya bersifat partisipatori masyarakat agar kegiatan dapat

berjalan lancar dan maksimal tepat sasaran.
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